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PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penertiban Pedagang Kaki Lima di
Kota Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 dan
Perspektif Siyasah Tanfidziyyah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan pelaksanaan penertiban PKL di kawasan Jam Gadang,
Pasar Atas, dan Pasar Bawah telah dilakukan oleh Pemerintah Kota
Bukittinggi melalui Satpol PP dan Dinas Perdagangan. Kegiatan
tersebut dilakukan melalui himbauan, peringatan, penertiban, serta
penataan dan relokasi. Namun, sosialisasi belum sepenuhnya merata
karena masih terdapat PKL yang belum memahami Perda Nomor 2
Tahun 2024. Pelaksanaan penertiban juga memiliki perbedaan di
setiap kawasan.

2. Kendala dan tantangan dalam pelaksanaan penertiban PKL di Kota
Bukittinggi meliputi belum meratanya sosialisasi Perda, masih
rendahnya pemahaman dan kepatuhan sebagian PKL, perbedaan cara
penertiban yang dirasakan pedagang, belum konsistennya penerapan
sanksi, keterbatasan tempat dan fasilitas berdagang, serta kondisi
ekonomi pedagang. Selain itu, masih terdapat pedagang yang kembali
berjualan setelah petugas meninggalkan lokasi. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa penertiban telah dilaksanakan, tetapi masih
menghadapi berbagai kendala sehingga belum sepenuhnya mampu
menyelesaikan persoalan PKL secara berkelanjutan.

3. Pelaksanaan penertiban PKL dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah
pada dasarnya dapat dibenarkan karena pemerintah memiliki
kewenangan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.
Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal jika dilihat dari
prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan umum (maslahah al-'ammabh),

amanah, musyawarah (syura), dan tanggung jawab pemerintah.
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Pemerintah telah menjalankan kewenangannya melalui sosialisasi,
pengawasan, penertiban, dan penataan, tetapi masih perlu
memperhatikan keadilan dalam proses penertiban, pemerataan
sosialisasi, konsistensi sanksi, serta kondisi ekonomi PKL. Oleh karena
itu, penertiban sebaiknya tidak hanya berorientasi pada pengosongan
ruang publik, tetapi juga disertai pembinaan, penyediaan tempat
berdagang yang layak, dialog dengan PKL, dan pengawasan yang
berkelanjutan.
5.2Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran sebagai

berikut:

1. Pemerintah Kota Bukittinggi diharapkan meningkatkan sosialisasi
Perda Nomor 2 Tahun 2024 secara langsung dan merata kepada PKL.
Sosialisasi tidak hanya dilakukan melalui media sosial dan pengeras
suara, tetapi juga melalui pertemuan dan pemberian informasi yang
mudah dipahami oleh pedagang.

2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemerintah Kota Bukittinggi diharapkan
melaksanakan penertiban secara persuasif, humanis, bertahap, dan
konsisten dengan mengedepankan musyawarah bersama PKL. Penerapan
sanksi harus sesuai ketentuan Perda, proporsional, dan tidak diskriminatif.
Selain itu, Pemerintah Kota Bukittinggi dan Dinas Perdagangan
diharapkan menyediakan tempat alternatif berdagang yang layak, mudah
diakses, dan memiliki potensi ekonomi sehingga pedagang tidak terdorong

untuk kembali berjualan di lokasi yang dilarang.

3. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah, Pemerintah Kota Bukittinggi
diharapkan menjadikan prinsip keadilan, kemaslahatan, amanabh,
musyawarah, dan tanggung jawab sebagai dasar dalam pelaksanaan
penertiban. Dengan demikian, kebijakan penertiban tidak hanya

berorientasi pada pengosongan ruang publik, tetapi mampu
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menghasilkan ketertiban yang berkelanjutan sekaligus tetap

memperhatikan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.
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